BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan permasalahan dalam skrips ini, maka dapat

disimpulkan bahwa:

1. Sistem jaminan Res gudang lada di provinsi Kepulauan Bangka Belitutng
Belum optimal dalam pelaksanaannya, hal ini dapat dilihat bahwa dalam
pelaksanaan Sistem Resi Gudang Lada di Provinsi Bangka Belitung tidak
dapat dijadikan sebagai jaminan atau agunan tunggal hal ini bertentangan
dengan Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 9 Tahun 2011
Tentang sistem Resi Gudang, yaitu Resi Gudang dapat dialihkan, dijadikan
jaminan utang atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang. Dan
Res Gudang sebagai dokumen kepemilikian dapat dijadikan jaminan
utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya

2. Faktor-faktor yang menjadi kelemahan dalam pelaksanaan Sistem Resi
Gudang Lada di Provinss Kepulauan Bangka Belitung adalah tidak
sgjaannya antara Gubernur dengan DISPERINDAG, sehingga pihak
perbankan pun tak ingin menjadikan SRG sebgai jaminan, kurangnya
sosialisasi sehingga kurangnya pemahaman para Petani lada terhadap
Sistem Resi Gudang ini, dan kurangnya prasarana dan fasilitas pegudangan
di setiap pusat sentral-sentral dari perkebunan lada di desa-desa maupun
deikecamatan-kecamatan, dan Lada milik petani kurang standart, atau

kurang bermutu sesua dengan ketentuan mutu minimum dari pihak
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Pengelola Gudang. Dan adanya resistensi dari para pelaku usaha atau para

tengkulak, yang rela membeli Ladamilik para petani ke desa-desa,

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan sebagai
berikut:

1. Perlu adanya optimalisas pelaksanaan Sistem Resi Gudang yang
disesuaikan dengan aturan yang ada sehingga akan tercapai perlindungan
dan kepastian hukum.

2. Perlunya upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat
menghambat sistem resi gudang, berupa: perlunya sosidisasi antara
Gubernur dan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai penyelenggara sistem
Resi gudang, perlunya sosialisasi terhadap perbankan agar tidak menyalahi
aturan yang ada, dan perlunya sosialisasi terhadap para petani dan para
tengkulak yang dapat mengganggu Sistem Resi Gudang Lada Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung. Perlunya perlindungan hukum bagi nasabah

atau pemegang Resi Gudang, agar tercapainya kepastian hukum.
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